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BAB VI  

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Rote Ndao sudah cukup maksimal dengan melakukan 

beberapa tahapan yaitu penetapan tarif retribusi objek wisata, 

pengembangan objek wisata dan penetapan target penerimaan retribusi 

objek wisata agar objek wisata Pantai Tiang Bendera dapat terus 

berkembang  serta dapat memberikan manfaat bagi wisatawan. 

2. Pengorganisasian yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Rote Ndao cukup baik dengan melakukan 

pembagian posisi yang sesuai dengan skil dan kemampuan pegawai agar 

setiap pekerjaan yang dilakukan dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

3. Pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Rote Ndao dalam mengelola retribusi objek wisata 

pantai Tiang Bendera belum maksimal dikarenakan adanya pandemic 

Covid-19 yang mengharuskan segala aktivitas wisatawan dihentikan 

untuk sementara, Objek wisata yang ditutup untuk sementara karena 

sedang dalam tahap renovasi dan pembangunan fasilitas, kemudian 

pelaksanaan pemungutan retribusi hanya dilakukan dua kali dalam 

seminggu dan adanya pemungutan illegal yang dilakukan di luar lokasi 
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objek wisata. Kondisi ini menyebabkan rendahnya penerimaan retribusi 

objek wisata Pantai Tiang Bendera. 

4. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

dalam mengelola retribusi objek wisata Pantai Tiang Bendera belum 

cukup maksimal karena masih terdapat beberapa permasalahan yang 

mengganggu proses pemungutan retribusi pada objek tersebut, di 

antaranya petugas pemungut retribusi yang hanya melakukan 

pemungutan 2 kali dalam seminggu ataupun hari libur. 

5. Dalam pengelolaan retribusi pada objek wisata Pantai Tiang Bendera 

masih terdapat beberapa factor yang mempengaruhi rendahnya 

penerimaan retribusi diantaranya  terjadi pandemic Covid-19 yang 

mengakibatkan aktivitas wisatawan dihentikan untuk sementara, objek 

wisata yang di tutup beberapa saat karena sedang di renovasi, 

pelaksanaan pemungutan yang hanya dilakukan 2 kali dalam seminggu, 

kurangnya kesadaran pengunjung untuk membayar retribusi, dan adanya 

pemungutan ilegal yang terjadi pada akses menuju lokasi Pantai Tiang 

Bendera.  

6.2 Saran 

      Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis antara lain sebagai 

berikut: 

1. Perlu dilakukan perencanaan yang baik terhadap pentingnya kesadaran 

wisatawan untuk membayar retribusi.  

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao perlu memilih 

petugas pemungut retribusi yang setiap hari berada di tempat untuk lebih 
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giat dalam melaksanakan pemungutan retribusi terhadap pengunjung 

yang datang ke lokasi Pantai Tiang Bendera. 

3. Meningkatkan pengawasan terhadap proses pemungutan yang terjadi di 

objek wisata Pantai Tiang Bendera dalam hal ini petugas yang 

memungut retribusi dan pemungutan illegal yang terjadi pada akses 

menuju lokasi pantai Tiang Bendera.  
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